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3. Untuk mengetahui kendala Tmplementasi Perda Kabupaten Batubara No.5

DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan upaya yang

dilakukan dalam mengatasinya

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan tersebut maka diharapkan akan didapatlah manfaat dari
penelitian ini, yaitu :
1. Manfaat Secara Teoritis
Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum perda
penempatan tenaga kerja lokal oleh DPRD.

2. Manfaat Secara Praktis
Diharapkan hasil peneclitian ini bermanfaat secara praktis bagi

pengambil kebijakan, eksekutif dan legislatif dalam menangani

permasalahan penempatan tenaga kerja lokal oleh DPRD.
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BABI
PENDAHULUAN
A. latar Belakang
Indoniesia*adalah negara kesatuan, konstitusional, berdaulat nasional yang
berbentuk republik.Lahirnya negara hukum yang tercantum undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 tentu saja bertujuan untuk melangsung dan
memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga negara tersebut menjadi

layak huni bagi masyarakatnya.

Pemerintahan Indonesia sebagai perwujudan adanya negara terdiri dari
pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah berdasarkan otonomi dan tanggung jawab bersama.

Gagasan ini sesuai dengan asas maksimalisasi otonomi yang terkandung
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan konsep desentralisasi,
yang mengandung makna bahwa pemerintah pusat menyerahkan segala urusan

pemerintahan kepada daerah.

Dacrah otonom dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.'

Konsekuensinya Pembagian dan penataan pemerintahan ini memiliki imbas

'Agus Riewanto, dkk. Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. Depokc:, 2023, hal.128 lihat
Anom Wahyu Asmorojati, Hukum Pemerintahan Dacrah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Bingkai NKRL UAD PRESS, Yogyakarta, 2020, hal.16.
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pada jenis dan batasan kewenangan yang ada pada masing-masing
pemerintahan. Penyelenggara  pemerintahan  pusat  adalah  pemerintah
pusat sementara  pemerintahan  daerah  dilaksanakan olch DPRD dan

pemerintah daerah, dibantu oleh perangkat daerah.”

Untuk mengelola proses pemerintahan di suatu daerah, diperlukan organisasi
dan lembaga untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Seperti halnya
pemerintah pusat, struktur dan lembaga dacrah sering kali mencerminkan sistem
serupa di ibu kota negara.

Cerminan ini terlihat dengan adanya DPRD dibentuk sebagai lembaga
perwakilan rakyat dalam pemerintahan daerah. Organisasi ini merupakan bagian
dari pemerintahan daerah dan menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat
serta mewujudkan pembangunan daerah.’

Tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah mengawasi
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang ditetapkan oleh bupati/wali
kota. Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh DPRD dengan persetujuan umum kepala daerah (yaitu gubernur,

bupati, atau wali kota.*

*Agustinus F. Paskalino Dadi, Hubungan Pemeriniah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam Sarjono, Hukum Pemerintah Daerah, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024,
hal.d6.

*Rahyunir Rauf, Posisi DPRD daalam sisiem Pemerintahan Daerah. Markojan Tujuh.
Pekan baru, 2016, hal. 149 Jihat juga Kosasih, A.. & Mahdi, I. Hubungan Kewenangan antara
DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral. Penerbit Vanda, 2016

*bid, hal. 216
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Salah satu yang menjadikan titik perhatian DPRD adalah bidang
ketenagakerjaan dikarenakan faktor ekonomis dan strategis kabupaten Batubara
yang menjadi salah satu pilihan investasi bagi para pengusaha’ Perda yang
menarik dari DPRi) Kabupaten Batubara adalah dengan adanya Perda No.5
Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang menjadi objek kajian
penelitian ini. Dasar pertimbangan lahirya perda ini adalah :

a. bahwa tenaga keria merupakan bagian dari komponen bangsa yang
menggerakkan pembangunan perekonomian baik pada tingkat nasional
maupun daerah perlu dibina dan dilindungi keberadaannya dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat,
martabat, dan harga diri tenaga keija serta mewujudkan masyarakat
sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual;

b. bahwa dengan posisi geostrategis dan geoekonomi Kabupaten Batu Bara
yang sangat potensial, telah menjadikan Kabupaten Batu Bara scbagai
kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang untuk penopang
perekonomian nasional dan daerah yang mendorong iklim berusaha dan
bekerja;

c. bahwa di tengah perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai
dengan hadimya sejumlah perusahaan, pada sisi yang lain masih belum
Shitps://dpmptsp.sumutprov.go.id/uploads/c31049709a3b116b26ccd99d45aa234.pdf

diunduh terakhir tanggal 14 Januari 2025. Dalam laporan Investasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dijelaskan Kabupaten Batubara menduduki posisi ke 11
untuk pilihan lokasi Penanaman modal Asing (PMA) dan posisi ke 13 dari 31 kabupaten/kota

untuk pilihan Penanaman Modal Dalam Negert (PMDN)
“Pertimbangan Perda No.5 Tahun 2017 Tentang Penempatan Kerja Lokal.
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mampu menyerap semua angkatan keria yang ada di daerah, yang jika
tidak dikelola akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa
kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial di antara pekeija,
perusahaan da.n masyarakat pencari kerja di daerah;

Berdasarkan tiga (3) dasar pertimbangan ini maka peneliti tertarik
menjadikan objek kajian penelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Perda No.5
Tahun 2017 Tentang Penempatan Kerja Lokal oleh DPRD Kabupaten Batubara”.
B. Permasalahan

1. Bagaimana Ketentuan dalam penyusunan Perda Kabupaten Batubara No.5
DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal 2.

2. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD Tahun
2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal?

3. Bagaimana kendala Implementasi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD
Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan upaya yang

dilakukan dalam mengatasinya ?.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang telah ditetapkan
yaitu
1. Untuk mengetahui Ketentuan dalam penyusunan Perda Kabupaten Batubara
No.5 DPRD Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
2. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD

Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.




